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IFwe are fa/k/ng about contraa that We can not separate berween confr.act and good fa/fh because in
every confract it must be have inner spirit inside the contract. we can say it " Good faith *. that devided
to be two part, the first part good faith in formation the contract and second part good fafi‘h to perfor-

-mance the conlfract. it /s mean-when contract no good.faith so the contract can: not to enforce the

.contract in good. re/at/onshfp this paper try to describe good fafth in eyery /ega/ system ﬁke C?wf Law
Sysfem and Common Law 5 ystem

Key wcrds s Contract, Good Faith -+ =+

Pada saat klta berb:cara tentang sebuah kontrak maka knta tldak dapat mem:sahkan antara kontrak
dengan itikad baik, sebab dalam sebuah kontrak harus terdapat itikad baik dalam pelaksanaan kontrak
tersebut, artinya ketika sebuah kontrak tidak terdapat itikad baik, maka kontrak tersebut tidak dapat
dilaksanakan dalam suatu hubungan yang baik diantara para pihak. Tulisan ini mencoba untuk
menggambarkan beberapa konsep tentang itikad baik dari berbagai sistern hukum, baik Givil Law Systemn
dan. Common Law Systemn.

‘Katakund - Kontrak, itikad baik

i PEMDAHILUAN makna bagi para pihak yang terikat dalam kontrak

~Dalam sebuah kontrak hubungan antara
kontrak dan /ffikad baik (good f5ith) tentu saja
tidak bisa dipisahkan, hampir menyerupai dua
sisi mata uang logam yang keduanya saling
‘memberikan arti, artinya ketika salah satu sisi

itu, sebab itikad baik harus mendasari para pihak
dalam pembuatan suatu kontrak,

Keberadaan unsur /ikad baik {goede trouw)
dalam hukum kontrak modern diakui sebagai
elernen penting dari para pihak untuk mengontrel

dari mata vang logam itu tidak ada, maka uang
togam ity tidak mempunyai arti demikian juga
jika suatu kontrak dibuat tidak didasari oleh itikad
‘baik, maka kontrak itu tidak akan memberikan

dan mengawasi ketentuan-ketentuan kontrak
serta pelaksanaan kontrak, sehingga dapat
dipahami jika barbagai ketentuan hukum kontrak
vang ada selalu menempatkan unsur itikad baik
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sebagai unsur penting dan memberikan akibat: e
hukum yang fatal jika unsur, ltlkad ba;k tidak._.

terpenuhi dalam suatu kontrak

1R PEMBAHASAN
A. Pengertian dan istilah :f:kadbalk
Istilah /tikad baik berasal dari terjemahan
kata dalam hukum Romawi yaitu bona fdes! (bo-
nus = saleh, fides = percaya), sehmgga maksud

dari, |st1lah bona fides berarti berbuat berdasarkan

pengertian yang:baik dan jujur serta lurus,
sehingga jika dikaitkan dalam suatu kontrak maka
para pihak vang hendak mengikatkan diri datam
suatu kontrak hendaknya berbuat sesuatu yang
baik, jujur dan lurus,

Pengertian aaodfaithda!am Black!.aw
Dicfianar}ﬂ

An tangible and abstract quality with no tech-
nical meaning or statutory definition and it en-
compasses, among other things an honest be-
lief, the absence of malice and the absence of
design to defraud or to seek an unconscionable
advantage and an individual’s personal good faith
is concept of his own mind and inner spirit and
therefore may not conclusively be determined
by his protestations alone .

Sumber lain yang melengkapi pengertian
Good Faith sebagai® adalah sebagai berikut: *

- lief of fact s which fransaction unconscientious. "

" Terjemahan bebas | g
- Niat yang tulus untuk tidak berusaha - -

" memperoleh keuntungan yang secara tidak adil

dari orang lain walaupun kaidah hukum secara
teknis, ditambah dengan ketiadaan informasi,
peringatan, manfaat dari atau keyakinan terhadap
fakta-fakta, menyebabkan transaksi menjadi
ticak adil, . . | |

Rumusan lain mengenai #ikad baik dari
Prof Subekti, SH* adalah sebagai berikut : * Itikad
baik di waktu membuat suatu perjanijian berati
kejujuran orang yang beritikad baik menaruh
kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan,
vang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyi-
kan sesuatu yang buruk yang dikemudian hari
dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan ™,

Dari beberapa pengertian di atas dapat
dimengerti bahwa, /tfkad baik merupakan suatu
sikap batin (/nner spirity yang berada di dalam
nati dan pikiran manusia yang akan sangat
tergantung pada karakter dan prilaku manusia
tersebut.

B Izikad Baik Dalam Hukum Kontrak

di Indonesia
Dalam hukum kontrak indonesia, ke-
tentuan yang mengatur mengenai itikad baik
dapat kita lihat pada pasal 1338 ayat 3 Kitab

.. Ann Honest intention to abstain from taking
any unconscientious advaniage of another even
though techniciention of law, fogether with ab-
sence of all information, notice or benefit or be-

Undang-undang Hukum Perdata yang menyata-
kan : "Perjanjian-perianjian harus dilaksanakan
dengan iikad baik *

Dari redaksi pasal tersebut, tidak terdapat
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: ._--;pen;elasan tentang ftfkad ba/k hai ini meng~ '
- akibatkan timbulnya banyak penafsxran mengenai

: :_'.'itikad bank Prof Subektl dalam hukum p@qamuan_; S

' --.membedakan penge;tzan /bkadba/kke daiam dua -
- pengertsan yattu

dalam konteks Pembuatan
-perjanjian- (formaf/on of contraa‘) ;tikad balk
_:dndentaﬁkaSIkan sebagas Y kejujuran’. salah satu
__plhak dalam pembuatan, hal - inf karena ‘para
: plhak menaruh kepercayaan penuh kepada pihak
lainyang dianggapnya jujur dan tidak menyem-
bunyiké_h sesuatu yang buruk yang ke_mudian hari
-dapat menimbulkan_ kesulitan-kesulitan; dan
dalam konteks. ]jelaksanaan pejanjian . perfor-
mance of contract), fikad baik dipahami sebagai
kepatutan yang diartikan sebagai suatu penilaian
baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam
melaksanakan apa.yang diperjaniikan, -

Sehingga Pasal 1338 ayat (3} KUHPerdata
vang menetapkan bahwa, " perjanjizn harus
dilakukan dengan ltikad baik" yang menurut Prof,
Subekti: fikad balfk dalam kedua arti tersebut
mengandung pengertian yang pararel dengan
kedudukan akiif dari para pihak dalam perjanjian
untuk selalu bertindak secara patut dan tidak
sewenang-wenang, jadi penekanannya di-
fetakkan pada unsur kejujuran dan kepatutan
(reasonableness).

~Selain dari pasal 1338 ayat (3) KUH
Perdata seperti halnya tersebut di atas, KUH
Perdata juga mencantumkan beberapa pasal-
pasal lain yang menagunakan istilah fikad bark

:_manakaia si yang memegangnya mempero!eh
3 kebendaan tad: dengan cara memperoleh hak__
ms[:k daiam mana tak tahuiah dla akan cacat ceia o
--terkandungdldalamnya“

Selan;utnya pasal 532 ayat (1) KUH
Perdata “ berzttkad buruklah kedudukan i,
manakala tahupun yang memegangnya bahwa
bukan dialah pemiiak kebendaan tadi®. oo

.Pas_al_ 1386 KUH:- Perdata" me_n_genai

'pc-;ngaturan tentang hapusnya perikatan karena

pembayaran ya'r_zg menyatakan sebagai berikut :

“pembayaran yang dengan itikad baik dilakukan

kepada seorang yang memegang surat piutang-
nya adalah sah juga.apabila surat piutang
tersebut kemudian karena suatu penghukuman
untuk menyerahkannya kepada orang lain,
diambil dari penguasaan orang tersebut *.

- Dari rumusan tentang Fiikad baik dari
berbagai pasal tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa #fkad baik acalah suatu sikap batin atau
keadaan kejiwaan manusia yang mengandung
unsur-unsur sebagai berikut®: .

©oa. dujur;
b. Terbuka (tidak ada disembunyikan) ;
¢. Tulus iklas ;
d. Sungguh-sungguh sesuai dengan
martabat manusia.

Namun tentunya rumusan mengenai
kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan ke-
sungauhan serta martabat manusia sangat sulit

diantaranya adalah pasai 530-533 KUH Perdata
yang mengatur tentang kedudukan dari orang
yang berkuasa {£ezif). Pasal 531 KUH Perdata
menentukan: ™ kedudukan itu beritikad baik,

sekali untuk membuat tolak ukur atau kriteria
yang pasti dari hat itu, sebab disadari bahwa tolak
ukur mengenat hal-hal tersebut tentunya berbeda
antara satu dengan yang lain. Hal inilah vang
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= menyebabkan pengertian /iikad bajkmerniliki sifat

‘yang. subyektsf akan tetapt walaupun ke;u;uran

_keterbukaan, ketuiusan, kesungguhan dan

-'martabat manusia sulit untuk. dibuat tolak
:ukurnya ‘namun: setadaknya suatu tolak ukur
memiliki: ukuran relatif rata-rata atau kurang-
lebih dari setiap manusia dan inilah yang
dikatakan ‘bahwa, pengertian: itikad baik itu
bersifat obyektif karena memiliki ukuran yang
relatif atau Tata-rata-dalam setiap kelompok
manusia. Kedua sifat itikad baik tersebut dapat
ditihat dalam KUH -Perdata dengan kriteria
sebagai berikut:.

‘Sifat subyektif dapat dilihat dari pasal 531,
pasal 532 ayat (1) dan pasal 1336 KUH Perdata,
pada pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa
pemegang bezit dan pembayar hutang dinyatakan
beritikad baik apabila ia secara jujur, terbuka dan
tulus iklas dan sungguh-sungguh tidak menge-
tahui adanya cacat cela dan tidak mengetahui
bahwa penerima pembayaran bukan krediturnya,
sehingga nampak jelas tolak ukur kejujuran,
keterbukaan, ketulusan dan kesungguhan yang
digunakan adalah tolak ukur vang bersangkutan
secara individual/subyektif { pemegang bezif) dan
tidak memperhatikan tolak ukur dari pihak
kreditur.

Sifat obyektif dari #ikad baik ditemukan
pada pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Pacda pasal
ini para pthak diharuskan untuk melaksanakan

perjanjian yang telah dibuat dengan /i

sehingga yang menjadi tolak ukurnya adaiah
kejujuran, keterbukaan, ketulusan dan kesung-
guhan dari para pihak yang terikat dalam
perjanjian secara kolektif/obyektif .

Beberapa kasus kontrak yang berkaitan_
“dengan itikad baik dan telah diputus: oleh -
-Pengadﬂan dlantaranya ‘pada kasus ltlkad baik_ -
dinataranya kasus Ny. ‘Busone V- Ny. Srio

Setianingsih. Kasus ‘ini mengenai pinjam-
meminjam dengan faminan buku pensiun -y'an:g_
dikuasai oleh Ny. Sri Setianingsih. Dalam kasus
ini Mahkamah Agung Republik Indonesia
menetapkan bunga 10 % per bulan merupakan
suatu hal yang bertentangan dengan itikad bailk,
karena pada saat itu bunga bank yang berlaku
adalah 18 % per tahun, oleh karena Ny. Sri
Setianingsih dinyatakan tidak beritikad baik
karena menggunakan posisinya yang lebih kuat
untuk mendikte ist perjanjian demi keuntungannya
sendirl’. Kasus tersebut di atas dapat kita pahami
dan menunjukan bahwa itikad baik sebagai suatu
hal yang penting dalam kontrak dan nafas dari
kontrak itu,

C. Hikad Baik Dalam Hukum Kontrak
di fuar Indonesia

setelah kita mengetahui mengenai
keberadaan dari /tikad baik berdasarkan hukum
kontrak indonesia yang menganut Civi/ Law Sys-
fem seperti halnya di Belanda dan negara-negara
Eropa Kontinental, yang mana Givi/ Law Sysiermn
ini mendasarkan pada peraturan-peraturan
perundang-undangan, doktrin, kaidah, asas
norma-norma baga masyarakat sebagal sesuatu

F sy r::*-- L

sengketa (drspute) hakim akan mengacu dan
mengembalikan dan memeriksa serta memutus
sengketa itu berdasarkan peraturan-peraturan,
undang-undang, asas dan doktrin, maka, pada
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: -:'_kesempatan ini %(li:a Juga mencoba untuk mehhat o

- ftikad ‘baik. dan negara -negara. yang meng--_ _
.:'.'gunakan Common Law. System dan negara-
_-._-_negara Ow/LawSystemselam Indonessa Sepertl '

yang diketahui bahwa dalam Common LawSys— -

tem. perkembangan hukumnya terietak pada
putusan putusan hakim ( case faw) hakimyang
membenkan p@ngaruh terhadap perkembangan
hukum dalam Common Law System s_ebab hakim
melalui putusan-putusan terhadap perkara-per-
kara yang diperiksa dan diputus di'muka per-
sidangan yang membuat hukum (judge made
lan®) sehingga tidak mengenal istilah kodifikasi,
peraturan perundang-undangan dan perkem-
bangan hukumnya relatif lebih maju dibandingkan
dengan negara-negara Civil Law Systerm, karena
perkara-perkara yang dihadapi oleh para hakim
dalam 'negara-negara Common Law System
sangat bervariasi'dan sesual dengan per-
kembangan kehidupan masyarakat pada saat itu.
Perkembangan’doktrin /tikad baik di negara-
negara Common Law System dan Gvil Law Sys-
temn selain Indonesia telah mengalami per-
kembangan yang cukup pesat. Di Jerman salah
satu negara ‘yang menganut Gvif Law System,
itikad baik (trev und glauben) digunakan sebagai
salah satu dasar untuk mengajukan gugatan di
pengadilan, sejak tahun 90-an teori Hability
kontrak muncul berdasarkan doktrin fiikad baik
vang ditetapkan dalam 242 German Civil Code
(burgerfiches gezetzbuch (BGB) KUH Perdata

dalam PenYUSunan dan keabsahan sebuah '
_pemanjtan R §

“Ahli hukum Be!anda Prof Mr PL W’ery*o '

'memben art tentang mkad bafkdalam perjanjian
~adalah : “ ..... Bahwa kedua belah pthak harus

berlaku yang satu terhadap yang fain sepe;‘tt
patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu
davya, tanpa_tlpu mu_shhat ‘tanpa cilat-cilat, akal-
akal tanpa menggangu pihak lain tidak dengan
melihat kepentingan sendiri saja tetapi juga
melihat kepentingan pihak fuar *, :

Dari pengertian tersebut di atas dapat
dithat -bahwa, pengertian tentang 7ikad baik
termasuk dalam kategori pengertian itikad baik
yang bersifat obyektif, karena masih memper-
hatikan kepentingan dari pihak lain yang terikat
dalam perjanjian. Dalam NBW Belanda #ikad baik
yang bersifat obyektif disebut dengan istilah
redeljjkheid dan biljikheid yang diterjemahkan
dalam bahasa Ingris sebaqai ‘reasonable
{pertimbangan akal) dan eguity(pertimbangan
rasa). Dengan demikian dapat dikemukakan
bahwa, jiikad baikyang bersifat obyektif ini tidak
saja merupakan suatu kondisi kejiwaan yang
harus dipahami dengan perasaan (equity/
bilijkheid) tetapi juga merupakan suatu kondisi
kejiwaan yang harus dipahami dengan akal (rea-
sonableness/redelijkherd,

Di Belanda, Ketentuan vang mengatur
tentang jtikad baik ( redeljjkheid dan biljjkheid)
secara obyektif, diatur ‘dalam kodifikasi NBW

Jerman), keadaan ini terjadi karena dipengaruhi
oleh Karl Llewllyn salah satu Pragmatic Legal
Realismdari Amerika Serikat®, selain itu di Jerman
itikad baik merupakan salah satu unsur penting

Belanda yaitu pada pasal 248 ayat 1 dan 2 buku
6 dengan rumusan sebagai berikut :
Pasal 248 Ayat 1 ;

¥ a contract has not only the juridicial ef-
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- fect agreed to by the parties but also those which,
according to the nature of the contract, result
' f%b_m : tijé law, usage of__t_he_ requiremenent of
Féaséhébleness.a_nd.ecjuity L

Pasa! 248 ayat 2: v

“Arule binding upon the, partnes as.a result of
the _c_ontract;cioesn not apply to the extent that,
in given circumstances, this would be unaccept-
able according to creiteria of reasonable and

equity ™.

- Sementara itu di sisi lain, selain jtikad baik
dalam -istilah redalikheid dan bilijkheid , di
Belanda juga mengenai iikad baikdalam istilah
goede frouw? yang dalam hukum kontrak Indo-
nesia termasuk dalam pengertian /iikad baik
dengan sifat subyektif. Dalam Blacks Law Dictio-
nary itikad baikyang bersifat subyektif ini dalam
rumusan tentang good faith, dengan kalimat :
"...... an individual’'s personal good faith is con-
cept of his own rmind and inner spirit and, there-
fore, my not conclusively be determined by his
protestations ™.

Dengan demikian konsep /iikad baik di
Belanda terdapat 2 pengettian besar yaitu fhikad
baik dalam pengertian goede trouw yang
memberikan pemahaman itikad baik dari
pertimbangan akal dan konsep ikadbaik lainnya
yaitu redeliikheid dan biljkheidyang melihat iikad
baik dalam pemahaman rasa.

International Trade Law (UNCITRAL) juga ada:
menyinggung mengenai itikad baik, dalam. .
kesempatan ini penulis mencoba untuk mem- -
bahas aturan mengenai itkad baik ditinjau dart;{- s
The International Institute for the Unification of -

Private Law (UNIDROIT-Roma }yang mengatur
mengenai fiikad baik pada article 1.7 Good f5ith
and Fair dealing : Arlicle 1. 7 :

i Each party must act in accorcance with

good faith and fair dealing in international
trade.

2. The Parties may not exciude or limit this
duty

Terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

1 Masing-masing pihak dalam kontrak
berkewajiban untuk bertindak berdasarkan
itikad baik dan proses pemberntukan
kesepakatan vang jujur dan adil.

2. Para pihak tidak diperkenankan untuk
mengesampingkan atau membatasi
kewajiban ini.

Itikad baik dalam UMIDROIT merupakan
salah satu prinsip yang harus ditaati oleh para
pihak yang akan mengikatkan diri dalam suatu
kontrak perdagangan internasional, karena
dianggap merupakan ide dasar yang melandasi
prinsip-pinsip dalam UNIDROIT FPrinciplte (UF)
Pinsp fikad baikjuaa merupakan salah satu dari
beberapa asas dalam UP yang diberikan sifat

Dalam ketentuan hukum perdagangan
internasional, seperti The International Insti-
{uta for the Unification of Private Law ( UNTDROIT-
Roma), The United Nation Commission on the

mandaiory, dalam pengertian bahwa, penerapan
prinsip itikad baik tidak dapat dikesampingkan
oleh para pihak dengan alasan kebebasan
berkontrak.
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baik pada saat perundmgan mengenai proses

pembuatan kontrak jtu ataupun pada saat proses: i
pelaksanaan dari kontrak tersebut dan memang .

jika kita cermati _se!uruh__k_etentuan_ dalam ~ o
UNIDROIT maka, tidak ada ketentuan yang -

mengatur secara tegas mengenai prilaku dari para
pihak yang terikat dalam suatu kontrak per-

dagangan internasional. Sementara ketentuan

yang khusus mengenai itikad baik itu sendiri
hanya diatur dalam 1 ketentuan seperti halnya
tersebut di‘atas, “sehingga terkadang dalam
prakteknya cukup sulit untuk mengukur kriteria
standar dari itikad baik diantara para pihak
terlebih ketika para pihak yang terikat dalam
kontrak perdagangan internasional itu berlatar
belakang negara yang berbeda yang mempunyai
budaya dan nilai-nilai yang berbeda antara para
pihak.

Untuk itu perlu kiranya ada pemahaman
dan kesepakatan dari para pihak mengenai
konsep J/tikad baik yang akan berkaitan dengan
kontrak yang akan mereka buat dan hendaknya
dalam membuat kriteria mengenai itikad baik
tidak dikaitkan dengan standar dalam sistem
hukum negara masing — masing atau nilai-nilai
secara nasional negara tersebut, sehinaga perin

S Jika kita - mencoba mencermatz dari

. ketentuan tentang ftikad bark dalam UF, maka'
e -dapat kita hhat bahwa /f/kad balk yang o
s dlmaksudkan untuk mengatur pr:iaku para’ plhak R

dan kontrak Internasional baik itu iembaga

kerjasama antar pemerantah ataupun lembaga
diluar dari sxstem permermtahan merdmuskan

- kriteria dari fﬁkad baik berdasarkan srandar yang
'-':beriaku secara’ mtemasronaf maupun ber-
' dasarkan kebiasaan- keblasan yang ferjadi dalam
--perdagangan mtemasuona% Terlebih: Iag: pada
isaati ini merupakan era perdagangan bebas dan
_ -.'pas_a_r_- bebas, sangat 'diperlukan--'p'r"ins_ip—_prinsip
“ochukum Yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga
" atau '-'organisasi-orgénisasi internasional yang

merupakan prinsip-prinsip umum hukum yang

“berlaku secara internasional yang dapat
“mempengaruhi-hukum nasional.

Di beberapa negara Common Law System,
prinsip itikad baik merupakan norma yang kekat
di dalam hukum kontrak yang juga memberikan
kontribusi penting dalam teori hukum kontrak:?,
sehingga dalam perkembangan hukum kontrak
moadern keberadaan /fkad baik merupakan suatu
kontrol terhadap suatu kontrak.

Bila prinsip itikad baik ditaati oleh para
pihak sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan
suatu kontrak, maka dalam setiap kegiatan
perdagangan dan bisnis yang terjadi terlebih jika
itu berkaitan dengan perdagangan internasional,
akan tercipta kondisi bisnis yang sehat dan /air
play, kKhusus bagi Indonesia kondisi itu sangat
mendukung bagi pembagunan dan perkemabgan
perekonomian dan produkitivitas yang tinggi,
sebab kontrak yanag didasarai oleh jtikad baikakan

kiranya lembaga-lembaga internasional yang
menaruh perhatian pada hukum perdagangan

melahirkan suatu keahlian, kepercayaan dan
kejujuran diantara para pihak. @
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